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ABSTRACT

Problems within the authority of the village government are not a few problems in
the land sector. This is because common people in village of Kebon Manggu does
not understand administrative procedures concerning land legality. Law
perspective there are two choices of ways that can be done to resolve problem there
are litigation and non-litigation. The people communities when geting problems of
land more in terest to litigation resolving then problem, namely through civil
dispute resolution courts. Although civil dispute settlement courts have advantages
including legal certainty, they also have disadvantages, or more effectiveness. The
dispute by occurs, it does not always have to be resolved through court or court
channels, because now a non-litigation dispute resolution has been born, namely
the Alternative Disput Resolution (ADR). The author uses an empirical juridical
method to answer the effectiveness of the head's role in resolving non-litigation
land disputes in village of Kebon Manggu. The results of the study show that
Community factor which lack of knowledge in how important the status of
ownership rights of the land. The factors that influence the occurrence of land
disputes in the village of Kebon Manggu are caused by the factor of inherited land
owned by the village community which is not distributed to their respective heirs,
thus triggering land disputes in the village of Kebon Manggu. And when land
dispute problems arose in r:_e_____,_:_s of-Kebon-Manggu, the village head acted as
a fauhtqtor who made i Nuisa 2ulra oIIOW|r]g the PTSL (Con_]ple_te
Systematic Land Registratigisbreetatrtrmss@ii 1and disputes from occurring in
the future. Also the village ’ k htor in resolving land disputes in
the community by deliberaj

Keywords: Effectiveness, HE€ o4k Land dispute, Non litigation.
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ABSTRAK

Permasalahan di lingkungan kewenangan pemerintah desa tidak sedikit terjadi
permasalahan di bidang pertanahan. Hal ini dikarenakan masyarakat desa kurang
memahami prosedural administrasi yang menyangkut mengenai legalitas tanah.
Secara hukum ada dua pilihan cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan
perselisihan, yaitu melalu cara litigasi dan melalui cara non litigasi. Masyarakat
desa ketika terjadi permasalahan tanah mereka lebih mengedepankan upaya
pengadilan dalam menyelesaikan permasalah tanah tersebut yaitu melalui
pengadilan penyelesaian sengketa perdata. Pengadilan penyelesaian sengketa
perdata meskipun memiliki kelebihan di antaranya kepastian hukum, tetapi juga
memiliki kekurangan yaitu efektivitas. Ketika terjadi sengketa tanah tidak harus
selalu diselesaikan lewat jalur persidangan atau pengadilan, karena saat ini telah
lahir penyelesaian sengketa non litigasi yaitu Alternatif Disput Resolution ( ADR).
Penulis menggunakan metode yuridis empiris untuk menjawab efektivitas peran
kepala dalam menyelesaikan sengketa tanah non litigasi di desa Kebon
Manggu.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi
terjadinya sengketa tanah di desa Kebon Manggu itu disebabkan oleh adanya faktor
masyarakat yang kurang pengetahuan terhadap betapa pentingnya status
kepemilikan hak atas tanah dan adanya faktor tanah warisan yang dimiliki
masyarakat desa yang tigak—dibagikan-—kepada ahli warisnya masing-masing
sehingga memicu timbulnf sa Kebon Manggu. Dan ketika
terjadi permasalahan seng yon Manggu, bapak kepala desa
berperan sebagai fasilitatof an upaya preventif dengan cara
mengikuti program PTS gh  Sistematis Lengkap) untuk
mencegah terjadinya seng | RIS ] hari. Juga kepala desa berperan
sebagai koordinator dalanpSmd masegieta tanah di masyarakat secara
musyawarah.

Kata Kunci: Efektivitas : Mgiceta tanah, Non litigasi.
ey y
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara yang terdiri dari berbagai wilayah
provinsi. Setiap provinsi ini terbagi lagi menjadi daerah-daerah kabupaten dan
kota. Di setiap tingkatan tersebut, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota, terdapat

pemerintah daerah yang diatur berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-
Undang.1 Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang pemerintahan daerah (selanjutnya disebut

UU Pemerintahan [EEHERETy8 L bMendalr serta mengelola sendiri urusan
—UNIVERSITY— ’

pemerintahan berda$ elalui peningkatan, pelayanan,

pemberdayaan, dan serta meningkatkan kemampuan

daerah dengan me Jp-prinsip demokrasi, kesetaraan,

keadilan, dan keigi

7

Keistimewaan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik
Indonesia menunjukkan perlunya peningkatan dalam efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan pemerintahan daerah. Hal ini perlu dilakukan dengan lebih
mendalam dalam mempertimbangkan aspek hubungan antara pemerintah pusat

dan daerah, serta antara berbagai daerah itu sendiri. Selain

lChoiriyah Usrotin, Mursyidah Lailul. Pemerintah Daerah, (Sidoarjo: Umsida Press, 2020), him

2 perubahan UU Pemerintahan Daerah Perpu Nomor 2 Tahun 2014.

3 Erma Windasari L, Skripsi, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah
di Desa BambaPuang Kab. Enrekang" ,UIN Allauddin ( Makassar, 2017), him 1.



itu, juga perlu memperhatikan potensi keragaman yang ada di setiap daerah,

serta mengantisipasi peluang dan tantangan persaingan global dalam
kerangka penyelenggaraan pemerintahan negara yang utuh.*

Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengelola pemerintahan
sendiri (local self government) yang terdiri dari dua elemen pokok, yaitu
mengatur (rules making, regeling) dan mengurus (rules application,
bestuur) pada tingkat makro (negara). Kedua elemen ini sering disebut

sebagai kewenangan dalam pembentukan kebijakan (policy executing).

Dengan kata lain, ppiadisan daerah-otonon

a Putra

menandakan proses penyerahan
wewenang dan me lokal. Melalui Undang-Undang

Pemerintahan Daerg pmi daerah, dan untuk memenuhi

Otonomi daerah merupakan hak, wewenangan, dan tanggung jawab
yang diberikan kepada daerah otonom untuk melaksanakan pengaturan dan
pengurusan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku (sesuai Pasal 1 Angka 6 Undang-
Undang Pemerintah Daerah) sedangkan hak dan,wewenang dalam konteks ini
mengacu pada tanggung jawab daerah otonom dalam mengelola urusan rumah
tangganya secara mandiri. Entitas yang biasanya dikenal sebagai desa, adalah

suatu bentuk masyarakat hukum yang memiliki batasan

41bid. HIm. 3.



wilayah yang ditetapkan dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengelola kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan sistem
peraturan yang berlaku.

Dengan merujuk pada asal-usul dan tradisi setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, desa
memiliki hak-hak asal-usul dan hak-hak tradisional dalam mengelola serta
mengurusi berbagai kepentingan yang berkaitan dengan masyarakat
setempat. Peran desa ini juga memiliki memiliki peran penting dalam

mewujudkan tujudg di dengan prinsip-prinsip yang
Nusa Putra

tercantum dalam UljSemsdkiadeisiiasa egara Republiklndonesia.5
Sistem pe 3 IREC gatuan Republik Indonesia yang

memiliki perangkat pimpin kepala desa. Kepala desa

berkewajiban me i ey tanan masyarakat yang tertib,

|
Zﬁ AMOR DEUS, PARENTIUM, CONCERV'? \
N \/

aman, dan teratur berdasarkalrOU Pemerintah Daerah yang menyatakan

bahwa daerah kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas

kelurahan dan atau / desa.6

Permasalahan di lingkungan kewenangan pemerintah desa tidak
sedikit terjadi permasalahan di bidang pertanahan. Hal ini dikarenakan
masyarakat desa kurang memahami prosedural administrasi yang
menyangkut mengenai legalitas tanah. Secara hukum ada dua pilihan cara

yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan, yaitu melalu cara

% Ibid, HIm. 4.
6 Erma Windasari, Loc.Cit, him 4.



litigasi dan melalui cara non litigasi. Efektivitas penyelesaian sengketa di
bidang pertanahan dapat dikaitkan dengan tujuan hukum menurut Gustav
Radburch bahwa hukum harus memenuhi tiga unsur yaitu keadilan,
kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Sebelum disahkan dan diumumkan sebagai Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Indonesia mengikuti
sistem hukum agraria yang diwariskan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Sistem tersebut bersifat dualistis, mencakup hukum adat dan hukum barat,

terutama dalam g yang telah diundangkan pada

Nusa Putra
—UNIVERSITY—
September 1960, %

dalam hal pokok-pokok agraria,
mengatasi persoala E L e a, dan menyatukan berbagai aspek
hukum agraria dala erdokay gional dan berdasarkan hukum adat.
I graria Indonesia, UUPA juga
merumuskan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dasar agraria. Oleh
karena itu, UUPA bukan hanya mencakup perubahan hukum yang lama
menjadi hukum yang baru, melainkan juga menjadi pondasi utama dalam
pembangunan hukum agraria di Indonesia.

Tanah berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti
tempat tinggal dan pertanian, serta mendukung berbagai sektor usaha seperti
perdagangan, industri, dan pendidikan. Oleh karena itu, tanah memiliki peranan
yang sangat signifikan dalam menjaga kelangsungan hidup manusia. Karena

pentingnya peran tanah ini, maka perlindungan hukum dari pemerintah menjadi

suatu keharusan guna memastikan keberlanjutan dan



kesejahteraan manusia. Hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1)
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang mengindikasikan bahwa
bumi, air, dan ruang angkasa yang terdapat dalam wilayah Republik
Indonesia dianggap sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini

memastikan bahwa tanah, air, dan ruang angkasa tersebut menjadi milik dan

warisan nasional bangsa Indonesia.’

Sebagai negara agraris, Indonesia dalam penguasaan bumi, air, ruang

angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memiliki wewenang

untuk mengatur dengamste: fuansetaach fean -‘ emakmuran penduduk Indonesia.

Nusa Putra
Salah satu permasa|GNEERYEY SE UG e ul dalam kehidupan sosial adalah

konflik yang berhuf AL‘\U ikan tanah. Sengketa tanah bisa
| Q
bermula dari tuntutpis g 3:\\_ aiaberdliasaan atas daerah tertentu, yang

pertanahan yang semakin meningkat menunjukkan bahwa regulasi terkait
kepemilikan tanah belum sepenuhnya teratur dan terkoordinasi dan seringkali
terdapat tumpang tindih antara pemilik dan pengguna tanah. Karena itu, peran

penting pemerintah desa menjadi sangat diperlukan dalam upaya penyelesaian

konflik.8

Kenyataan bahwa fenomena sengketa tanah yang muncul

" Danar Aswin, Abdullah Muis Kasim, Marta Florita, "Peran Pemerintah Dalam Menyelesaikan
Sengketa Kepemilikan Tanah di Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka", Jurnal
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, VVol,10 No.1 Maret 2022, him 9.

8bid, HIm. 10.



kepermukaan begitu luar biasa, karena konflik sengketa tanah sekarang ini
tak hanya terjadi di kota-kota besar saja melainkan di daerah-daerah seperti
pendesaan pun sering terjadi. Perselisihan merupakan fenomena sosial yang
tidak dapat dipisahkan dan dihindari dari kehidupan manusia bercorak multi
budaya seperti halnya di desa Kebon Manggu yang berada di Kecamatan
Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, di sana sering terjadi kasus sengketa
tanah. Jumlah kasus sengketa tanah yang terjadi di desa Kebon Manggu

yaitu sebagai berikut:

1. Jketa Tanah
Nusa Putra |

— UNIVERSITY— |

ETA TANAH DESA KEBON

9-2023

Kasus Pihak yang Proses Keterangan

Sengketa bersengket T enyelesalban

Tanah '~ e =2>sengketa

Tanah

Sengketa Ajat dan Dusun 2019 Musyawarah | Kepala desd

Tanah Kakas Cipendeuy Secara berperan
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Sumber: Kecamatan Gunungguruh.

Masyarakat desa ketika terjadi permasalahan tanah mereka lebih
mengedepankan upaya pengadilan dalam menyelesaikan permasalah tanah
tersebut yaitu melalui pengadilan penyelesaian sengketa perdata.
Pengadilan penyelesaian sengketa perdata meskipun memiliki kelebihan di
antaranya kepastian hukum, tetapi juga memiliki kekurangan yaitu

efektivitas.
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Ketika terjadi sengketa tanah tidak harus selalu diselesaikan melalui
jalur persidangan atau pengadilan, karena saat ini telah lahir penyelesaian
sengketa non litigasi yaitu Alternatif Disput Resolution (ADR). Maka dalam
hal ini peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa tanah secara non
litigasi di masyarakat sangatlah penting. Oleh karena itu berdasarkan hal di
atas maka penulis tertarik ingin mengambil judul penelitian tentang
"Efektivitas Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah

Non Litigasi di Desa Kebon Manggu."

o Nusa Putra
B. Identifikasi Mas3 " UNIVERSITY —

ot

a NS ;
[ AMOR DEys, pARENTIUM, CONCERVIS \ ™1
&=sas/ | dF ! 18 28 04d

tanah di desa Kebon Manggu?

2. Bagaimanakah peran kepala desa terkait dengan penyelesaian

sengketa tanah non litigasi di desa Kebon Manggu?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan
skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi
terjadinya sengketa tanah di desa Kebon Manggu.

2. Untuk mengetahui efektivitas peran kepala desa dalam
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menyelesaikan sengketa tanah non litigasi di desa Kebon

Manggu.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini untuk memberikan manfaat yang relevan dalam

beberapa aspek, yaitu:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

a)

b)

d)

Secara teoritis diharapkan dari penelitian ini adalah untuk

peran kepala desa dalam
on litigasi.

Bilpu memberikan kontribusi yang
ikiran baru dan pengetahuan
peran kepala desa dalam
mengatasi situasi sengketa yang timbul dalam komunitas
masyarakat.

Memberikan kontribusi pemikiran atau solusi mengenai
penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di masyarakat oleh
pemerintah.

Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang
ingin mengkaji secara mendalam tentang efektivitas, peran, dan
penyelesaian sengketa tanah secara non litigasi oleh kepala desa

yang terjadi pada masyarakatnya.
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2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan
pengetahuan yang berharga dalam upaya meningkatkan kemampuan para
penegak hukum dan pemerintah dalam mengurangi konflik dan sengketa

yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk membahas lebih lanjut mengenai topik penelitian dan

memberikan gambaran terhadap beberapa permasalahan utama yang sudah

dirumuskan dalam|SSENFFFRER = INTERAMIMaka dengan itu penelitian ini

—UNIVERSITY—

menggunakan dua tuk menganalisa permasalahan

tersebut. Adapun tef ialah teori efektivitas hukum dan
teori rekaya sosial.
1. Teori Efekti L§ :

Efektivitas mengandung makna bahwa suatu variabel akan
memberikan dampak yang positif terhadap keberhasilan. Kehadiran efektiv
hukum sebagai alat dalam penyelesaian konflik dapat dianalisis melalui
karakteristik dua variabel atau target yang menjadi fokus penelitian. Ini
mengimplikasikan bahwa tingkat keberhasilan suatu kegiatan dapat diukur
dengan efektivitas, yakni sejauh mana tujuan dapat tercapai. Efektivitas, pada
dasarnya, merujuk pada tingkat pencapaian atau keberhasilan tujuan yang
ditetapkan. Terdapat lima variabel yang memengaruhi efisiensi suatu sistem

hukum, yakni faktor hukum (hukum), faktor penegak hukum (pihak yang

membuat atau menerapkan hukum), serta faktor masyarakat (konteks
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sosial dimana hukum diterapkan). Prinsip ini juga berlaku pada variabel

budaya seperti usaha, kreativitas, dan rasa, yang di dasarkan pada inisiatif

manusia.9

Efektivitas memiliki makna terkait dengan hasil yang dicapai, efisiensi,
atau keberhasilan suatu hal. Pembahasan mengenai efektivitas hukum tentu

melibatkan analisis terhadap karakteristik dua variabel terkait, yaitu dimensi

atau aspek dari obyek yang menjadi fokus penelitian.10

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa

efektiv atau tidakny S e itentu an oleh 5 (lima) faktor yaitu:ll

Nusa Putra ‘
a) Faktor HEEEERUE VERGTTT ng undang);

b) Faktor - ?) ;E w ihak-pihak yang membentuk

=
/_-’:.

berlaku atau diterapkan;

e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Beberapa ahli juga telah mengemukakan pandangan tentang teori
efektivitas, seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J. Dias, dan Allott.
Bronislaw Malinowski, misalnya, mengajukan pendapat bahwa: "Teori

efektivitas pengendalian sosial atau hukum dapat menganalisis dan

iOBarda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, ( Bandung: Citra Aditya, 2013), him. 67.
Ibid.

llSoerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2008), him.8.
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membedakan dua jenis masyarakat, yaitu: (1) masyarakat modern dan (2)
masyarakat primitif. Masyarakat modern ditandai oleh ekonomi yang
berbasis pasar yang luas, adanya spesialisasi dalam industri, dan

pemanfaatan teknologi canggih. Di dalam masyarakat modern, hukum

dibentuk dan ditegakkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan."12

Hukum akan mencapai efektiv ketika tujuan keberadaan dan
pelaksanaannya mampu mencegah terjadinya tindakan yang tidak

diinginkan dan mengurangi ketidakberesan. Hukum yang efektif pada

umumnya memilik ewujudkan rencana yang telah

Nusa Putra
disusun. Dalam si 3s, hukum masih dapat diubah
dengan mudah pan untuk menerapkan atau
melaksanakannya d paru. Dalam konteks ini, hukum
memiliki kemampAAveniscmien peesraR asalahan.

& 2\

Ketika membahas sejauh mana efektivitas hukum, kita perlu
memulainya dengan kemampuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman
dan ketaatan terhadap aturan hukum. Jika aturan hukum tersebut dipahami
dan diikuti oleh sebagian besar pihak yang menjadi target ketaatannya,
maka aturan hukum tersebut dianggap efektif.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum memainkan peran yang

sangat penting dalam menentukan apakah pelaksanaan perundang-

undangan atau aturan hukum dalam masyarakat efektif atau tidak.

12 Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, (Jakarta:
Rajawali Press, 2013), him 375.



42,

16

Keduanya memiliki keterkaitan yang erat dengan efektivitas perundang-
undangan. Meskipun sering kali kesadaran hukum dan ketaatan hukum
dianggap sama, sebenarnya keduanya memiliki perbedaan walaupun erat
hubungannya. Kedua unsur ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
keberhasilan implementasi perundang-undangan dalam masyarakat.
2. Teori Rekaya Sosial

Perbedaan mendasar antara sosiologi hukum dan ilmu hukum
tradisional adalah bahwa sosiologi hukum berupaya untuk membentuk disiplin

ilmu yang mengka]ifsahiguaansosial-sobad: i suatu keseluruhan, dengan fokus

yang luas mencakup g sosiologi dan ilmu politik. Di sisi

gHsyarakat dalam konteks hukum

lain, ilmu hukum tra an pada analisis hukum itu sendiri

sebagai bagian inted : ol Sosiologi hukum memiliki fokus
khusus pada Stud A R e TET hubungan antara hukum dan

masyarakat secara menyeluruh.13

Roscoe Pound dikenal sebagai seorang ahli hukum dalam
menganalisis  yurisprudensi serta metodologi ilmu-ilmu sosial. la
berpendapat bahwa penerapan konsep rekayasa sosial menjadi penting
dalam memperkuat peradaban masyarakat manusia, karena melalui

rekayasa sosial ini dapat diatur perilaku anti-sosial yang dapat merusak

13purbadi Purba Caraka dan Chidir Ali, Disiplin Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), him



17

tatanan sosial yang berlaku.4

Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum menitikberatkan
pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: "Law as tool of social
engineering.” (Bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau
merekayasa masyarakat). Dalam upaya untuk menjalankan perannya,
Roscoe Pound kemudian mengembangkan penggolongan terhadap berbagai
kepentingan yang perlu dilindungi oleh hukum. la mengidentifikasi tiga
jenis kepentingan utama, yaitu kepentingan umum (public interest),

kepentingan masy dan kepentingan pribadi (private

. 15 Nusa Putra
interest). — UNIVERSITY—

erest) mencakup perlindungan

kepentingan negaramss sl agkum dan pengawasan terhadap
| Ly . |

kepentingan masyar g Ayarakat (social interest) melibatkan

kepentingan dalcarress eier dan ketertiban, perlindungan

institusi sosial, pencegahan penurunan moral, mencegah pelanggaran hak, dan
meningkatkan kesejahteraan sosial. Kepentingan pribadi (private interest)

meliputi kepentingan individu, keluarga, dan kepemilikan. Konsep "Law as a

tool of social engineering” yang diajukan oleh Roscoe Pound, 16

mengindikasikan bahwa hukum berperan sebagai alat untuk menginisiasi

perubahan dalam masyarakat, dengan harapan dapat

14 Marta Eri Safitri, “Law Is A Tool Of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana
Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia ”, Jurnal

Hukum, Vol.11 No.1 Tahun 2017. him 185.
15Sajipto Rahardjo, lImu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), him 206.

16 pig.
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mengubah nilai-nilai sosial dalam lingkungan tersebut.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan jenis, karakteristik, dan tujuannya, penelitian dalam
bidang hukum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu
penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Namun, dalam
lingkungan penelitian hukum di Indonesia, terdapat tiga jenis penelitian yang
umumnya diakui, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris,

serta penelitian hukum normatif empiris. Suerjono Suekanto membagi

penelitian hukum JRGSTCEM Ll eya@lll penelitian hukum normatif dan
penelitian  hukum itu, Suetantyo Wignyosubroto
mengklasifikasikan adi dua kategori, yakni penelitian
hukum doktrinal da W e detl 4 doktrinal.

s mengambil judul penelitian
tentang efektivitas, sehingga harus berhubungan langsung dengan
masyarakat maka metode penelitian yang cocok dengan penelitian yang
sedang dilakukan penulis yaitu metode penelitian yuridis empiris. Menurut
Abdul Kadir Muhammad, penelitian yuridis empiris adalah: "penelitian

yang dilakukan dengan meneliti data skunder terlebih dahulu untuk

kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer

dilapangan.”17

7 Abdul Kadir Mahmud, Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung: Citra Aditya 2004), him 134.
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Dalam konteks penelitian yuridis, hukum diartikan sebagai
seperangkat norma atau prinsip-prinsip yang seharusnya diikuti, karena
penelitian jenis ini berfokus pada hukum dan peraturan hukum yang
berlaku. Sementara itu, dalam penelitian empiris, hukum tidak hanya
dianalisis sebagai rangkaian aturan perundang-undangan yang bersifat
normatif, tetapi juga sebagai bentuk perilaku yang tercermin dan terbentuk
dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini mengakui bahwa hukum

selalu berinteraksi dan berhubungan dengan berbagai aspek kemasyarakatan
seperti politik, ekonguai. 2 18

Nusa Putra
Mengacu [aSEEsiEAZRERR IR @R dap beberapa konsep metode

penelitian hukum !; j n sebelumnya, maka metode
penelitian yang diaf \”V“‘ (;p alah sebagai berikut:
¥ \ :

Penelitian T i GADUT analistis. Metode penelitian

deskriptif analistis bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat
mengenai individu, situasi, fenomena, atau kelompok tertentu, atau untuk
mengidentifikasi sejauh mana frekuensi gejala tertentu muncul dalam
masyarakat. Penelitian ini spesifik dalam pendekatannya dengan
menggambarkan secara rinci berdasarkan data yang dikumpulkan secara

terstruktur dan sistematis.

18 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, ( Jakarta: Ghalia Indonesia
1990) him 20.
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2. Metode Pendekatan
Sehubungan dengan tipe penelitian ini adalah hukum empiris maka
pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasus (case approach),
pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan
konseptual (conceptual approach).
a) Pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus dilakukan
dengan cara menganalisis berbagai kasus yang terkait dengan isu
yang sedang diteliti, termasuk putusan pengadilan yang memiliki

untuk dicatat bahwa pendekatan

Nusa Putra
LG R MBI Mbangkan kasus-kasus yang telah

b) Pendektn Perundang-Undan (Statute Approach). Pendekatan
perundang-undangan dilakukan dengan cara mengamati dan
menganalisis semua peraturan perundang-undangan serta regulasi
yang terkait dengan isu hukum yang tengah ditangani. Undang-
undang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang- Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang

pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26

ayat (4) tentang desa,

19Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram NTB: Mataram University Press 2020) him
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar

pokok-pokok agraria, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.20

c) Pendekatan Konsep (Conceptual Approach). Pendekatan
konseptual merupakan pendekatan yang bermula dari perspektif
dan doktrin-doktrin yang telah berkembang dalam disiplin ilmu
hukum, dengan tujuan menemukan ide-ide yang membentuk
pemahaman, konsep, dan prinsip hukum yang relevan sebagai dasar

mentasi hukum untuk mengatasi

3. Tahap Penelitik
Tahap pene NET HEWaAlB R lam penyusunan skripsi ini
adalah sebagai beril @ i
/ R DEUS, PARENTIOM, CONCERVIS \ -\

a) Tahap iapar awal dimana peneliti
merencanakan rencana penelitian yang akan diimplementasikan
dalam penelitian ini. Pada tahap ini, dilakukan penguraian secara
terperinci tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan
dalam pelaksanaan penelitian.

b) Tahap Penelitian, adalah fase dimana proses pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan metode observasi,

wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka..

20Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana,2011), him 93.

leuteki, Taufani Galang, Metode Penelitian Hukum Filsafat Teori Dan Praktik, (Depok: Rajawali
Press, 2022), HIm. 173.
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4. Teknik Pengumpul Data

Pengmpulan data merupakan elemen yang sangat krusial dalam proses
penelitian, karena proses pengumpulan data ini akan menjadi penentu
keberhasilan keseluruhan penelitian. Oleh karena itu, dalam pemilihan metode
pengumpulan data perlu dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian terbagi menjadi dua vyaitu teknik
pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder.

Data primer merupakan informasi yang dihimpun atau dikumpulkan

secara langsung ol¢iEees n atau melalui interaksi dengan
g5tng Nusa Putra ’ J
—UNIVERSITY—

individu yang terliba ormasi primer ini berupa individu

atau perorangan ya seperti dalam proses wawancara

yang dilakukan oleh pulan data primer yang digunakan

a) Wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data

yang melibatkan pewawancara dalam mengajukan pertanyaan
langsung kepada responden, dan respon atau jawaban yang
diberikan oleh responden kemudian dicatat atau direkam. Lincon
dan Guna yang dikutip dalam Basrowi dan Suwandi menjelaskan
bahwa tujuan dari wawancara adalah untuk merinci informasi
tentang individu, peristiwa, aktivitas, organisasi, emosi, motivasi,
tuntutan, serta keprihatinan. Selain itu, wawancara juga berfungsi
untuk mengembangkan ekspektasi masa depan, memverifikasi

data, mengubah dan meluaskan
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pengetahuan melalui pandangan orang lain.??

b) Observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data
yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek yang
sedang diteliti. Observasi melibatkan proses pemilihan,
perubahan, pencatatan, dan pengkodean berbagai tindakan dan
situasi yang terkait dengan organisasi atau fenomena yang

sedang diteliti, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris yang telah

ditetapkan.23

c) entasi; Dokumentasi iElerupakan metode pengumpulan

usa Putra n .
data yar|@eSSITIaHEEENaEMbunan dan analisis berbagai jenis

tertulis, gambar, dan data

Selain memag BA penelitian ini jJuga menggunakan
Ny -

data sekunder. Da -formasi yang diperoleh atau
dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya.
Data ini digunakan untuk memberikan dukungan pada informasi utama
yang telah diperoleh, seperti bahan pustaka, literatur, penelitian
sebelumnya, dan lainnya. Salah satu metode pengumpulan data sekunder
yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka.

Menurut Martono, studi pustaka memiliki tujuan untuk memperluas

22\ Ikbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: Ghaliya
Indonesia, 2002), him 12.

231pid

%Nana Syaodih Sukamdinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung, : Remaja Rosdakarya,
2005), him 173.
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pemahaman tentang berbagai konsep yang akan digunakan sebagai landasan
atau panduan dalam jalannya penelitian. Dalam penelitian ini, penulis juga
menggunakan metode studi pustaka sebagai bagian dari teknik
pengumpulan data. Penerapan studi pustaka sebagai metode pengumpulan
data ini termasuk dalam kategori data sekunder yang berguna untuk
mendukung jalannya penelitian. Melalui metode ini, informasi dari berbagai
sumber seperti buku-buku, jurnal-jurnal, dan karya ilmiah sebelumnya

dapat dikumpulkan. Informasi tersebut berkaitan dengan isu yang menjadi

fokus penelitian ya

Nusa Putra

Setelah  magEEIB KR A8 materi hukum yang relevan,
langkah berikutnya aalaka 5es pengolahan data. Pengolahan
data melibatkan peyiGER e eki hukum yang telah terkumpul

menjadi susunan yang te

teratur, sehingga mempermudah

rstruktur dan
peneliti dalam melakukan analisis. Setelah pengumpulan data, peneliti
melakukan tahap pengolahan data untuk membentuk data tersebut menjadi
suatu format yang lebih terstruktur dan siap untuk dianalisis.

Proses pengolahan data umumnya melibatkan langkah-langkah
seperti pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi, dan penyusunan atau
sistematikasi data. Dalam tahap pengolahan data yang berupa klasifikasi,

data dan bahan hukum yang telah terkumpul dikelompokkan ke dalam

25Martono, Nanang, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: PT raya Grafindo Persada, 2010), him
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kelas-kelas berdasarkan kesamaan gejala atau peristiwa hukum yang dianggap
serupa. Data yang diperoleh, baik dari sumber data primer maupun sekunder,
akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan.
Setelah itu, hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk memberikan
pemahaman yang jelas dan terarah mengenai hasil penelitian.
6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Desa Kebon Manggu, Kecamatan

Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi.

7. Jadwal Penelitia
Nusa Putra
o —UNIVERSITY—
Penelitian i z

(enam) bulan denga QNIDS Jaimana tergambar dalam tabel

sebagai berikut:

KEGIATAN I ‘II ‘III ‘IV ‘v ‘w

TAHAP PERSIAPAN

Penyusunan Usulan

Penelitian

Seminar Usulan

Penelitian

TAHAP PENELITIAN

|

Pengumpulan Data
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Analisis Data

Penulisan Skripsi

G. Sistematika Penulisan dan Outline
Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5
(lima) bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna
memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti.

Adapun urutan dan tata letak masing- masing bab (outline) serta pokok

bahasannya adalah Agat berikut:
—UNIVERSITY—
BAB | PENDAH .

Bab ini be Ang penelitian, rumusan masalah
penelitian, tujuan beg An. Juga memuat tentang kerangka

pemikiran berupa =iemakan dalam penelitian ini, dan

elakukan penelitian ini.

metode penelitian a yang dipakai dalam m
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Di bab ini menguraikan tentang landasan teori terkait konsep peran,
pemerintah daerah dan pemerintah desa, kewenangan, kewenangan BPN,
kewenangan kepala desa, pengertian sengketa tanah, dan konsep non
litigasi.
BAB |1l DATA PENELITIAN

Merupakan bab yang menguraikan tentang profil desa Kebon
Manggu, jumlah penduduk desa Kebon Manggu, dan jenis-jenis konflik

pertanahan di desa Kebon Manggu.
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BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab empat ini akan dibahas mengenai faktor apa saja yang
mempengaruhi terjadinya sengketa tanah di desa Kebon Manggu, dan juga
bagaimana peran kepala desa terkait dengan penyelesaian sengketa tanah
non litigasi di desa Kebon Manggu.
BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dibagi menjadi dua bagian, pertama adalah

kesimpulan yang berisikan jawaban dari pertanyaan pada rumusan masalah.

Jawaban akan ditul SeEeee AN pada BAB IIl dan BAB |V dalam
Nusa Putra
—UNIVERSITY—

penelitian ini. kedua, berisikan saran yang

menitikberatkan pa E%:; J
g

yang dapat dijadikan masukan

g berkaitan pembahasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa tanah di desa Kebon
Manggu itu Ditemukan dua faktor utama yang menjadi penyebab
terjadinya sengketa tanah di desa Kebon Manggu yaitu pertama faktor
masyarakat yang kurang pengetahuan terhadap betapa pentingnya status

kepemilikan tanah, sehingga ketika adanya program PTSL yang

disosialisasikar| 8K PFXeBRH Boal| scbagian dari mereka belum
—UNIVERSITY—

mengikuti prog arenakan terkendala oleh biaya
pendaftaran ta 7; e )gi, sehingga tanahnya tersebut

belum bersertif QUL adaq pktor tanah warisan yang belum

dibagikan ol apEsSkepagam: gaXisnya sehingga menimbulkan

2N

terjadinya sengketa tanah di desa Kebon Manggu.

2. Ketika terjadi permasalahan sengketa tanah di desa Kebon Manggu,
bapak kepala desa berperan sebagai fasilitator yang di mana melakukan
upaya preventif dengan cara mengikuti program PTSL (Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap) untuk mencegah terjadinya sengketa tanah
di kemudian hari. Dan melakukan musyawarah dengan tokoh yang ada
di lingkungan desa dalam menyelesaikan sengketa tanah di desa Kebon

Manggu.
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Nusa Putra
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B. Saran
1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis
merekomendasikan kepada masyarakat desa hendaknya lebih sadar, dan
memperhatikan terhadap pentingnya status kepemilikan tanah, dan juga
pembagian harta warisan khususnya di bidang pertanahan, agar bisa
menimalisir timbulnya konflik pertanahan di desa.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis

merekomendasikan kepada kepala desa untuk lebih memperhatikan

masyarakat def an  edukasi terkait pentingnya

kepemilikan ha sialisasikan program pemerintah

terkait bidang
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